
BUPATITAPANULITENGAH 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA 
UPAH DAN PERALATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

TAPANULI TENGAH SECARA ELEKTRONIK (e-STANOAR HARGA) 

DEN GAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

@ BUPATI TAPANULITENGAH,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pengendalian dalem 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) perlu disusun Standar Harga Satuan (SHS) 
Barang/Jasa, Lpah dan Peralatan sebagai Pedoman o'oh 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunnn 
Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

b. bahwa penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, 
Upah dan Peralatan dimaksud dilakukan dan di laksanakan 
melalui aplikasi e- Standar Harga Satuan yang merupakan 
aplikasi yang terintegrasi, yang meliputi Standar Harga Satan 

(SHS), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa 
Standar Belanja (ASB); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tapanuli Tengah tentang Mekanisme Penyusunan Stancar 
Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan 
Kabupaten Tapanuli Tengah secara Elektronik (e-Standar 
Harga). 

1 .  Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang Pemerintahnn 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah boborapa kali torakhir 
dengan Undang-undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tntang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 6573) ,  

4 .  Undang-Undang Nomor 2 T ah un  2 0 1 7  tentang Jasa Kontruksi 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nornor 1 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Ropubl ik Indonosia Nomor 6010) ;  

5  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanq 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Perncrintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomnor 
4737) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang 
Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Repub l ik Indonesia Tahun 2014  Nomor 92 , Tambahan 
Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Norror 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 6523); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia 
Nomor 6041) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn or 6322); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010  
tentang Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa ka l i ,  terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 1 6  Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

11 .Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang 
Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510) ;  

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 9  
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 
547); 
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13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108  
Tahun 2016  tentang Kode Penggolongan dan Kodefikasi 
Baranq Mihk Daerah (Berta Negara Republk Indonesia Tahun 
2 0 1 6  Nomor 2083), 

1 4  Peraturan Monton PUP Ropubhk Indonesia Nomor 28/PRT/MI 
2 0 1 6  tontana Pedoman A n n l s i s  Haran Satuan Pekerjaan 
Bidano Pokoraan mum (P ontn N o q r  Ropublk Indonesia 
Thun 0 1 6  Momor 1 1 6 6 )  

1 5 . P e r a t u r a n  Monton Dalam Noqon i  Nomor 1 2 0  T ahun 2 0 1 7  
t e n t ana Per ubahan ntas Peraturan Montor i  Dalamn legeri  
Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  tentang Pembontukan Produk Hu'um 
Daerah (Ben i ta  Negara Ropubl ik Indonosin Tahun 2 0 1  Nornor 
157), 

16.Pera turan  Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2 0 1 9  tentang 
Sistem Informasi Pomerintah Daorah (SIPD) (Berita Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 1 1 1 4 ) ;  

17 .Peraturan Mentari Dalam Nagori Nomor 77 Tahun 2020 tntang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 );  

18  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
119/PMK.02/2020 tentang Standar B iaya Masukan Tahun 
Anggaran 2021 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 976); 

1 9 .  Peraturan Daerah Kebupaten Tapanuli Tengah Nomor 10  

Tahun 2016  tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanu l i Tengah sebaga imana telah d iubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kebupaten 
Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kebupaten Tapanuli Tengah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan · Perangkat 
Daerah; · 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 T ahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 ;  

21.Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016  
tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah sebaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 
56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanuli T engah; 

22. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG I 
JASA UPAH DAN PERALATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN TAPANULI TENGAH SECARA ELEKTRONIK 
(e-STANDAR HARGA) 
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B A B I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat i  i n i ,  yang dimaksud d e n g a n .  
1 .  Daerah adalah Kabupaten T a p a n u l i  T e n @ a h ;  
2 p . .  ·emenintahan Daerah a d a l a h  Penyolengqara urusan p e m e r i n t a h a n  ooh 

Pemenintah Daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan t u@n, pernbantu.n 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan pr insip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  

3. Pemer in tah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintaan 
Daerah yang memmpin pelaksanaan urusan Hemerintahan yang men,ct kewenangan Daerah Otonom; 
Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; 
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalzh 
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan uruan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan ,  Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnva 
disebut BPKPAD adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang dipim;;n 
olet seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggug 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

8. Kepala Sadan Pengelo laan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tapanul T engah; 

9. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah 
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah; 

10 .  Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan, 
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

1 1 .  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;  

12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Reria 
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang 
memuat keb ijakan , program, kegiatan dan sub keg iatan ; 

13 .  Kebijakan Umum APBD yang sefanjutnya disingkat KUA ada lah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKA Perangkat Daerah ada lah dokumen perencanaan dan penganggaran 
Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta 
anggaran sementara d idasarkan atas KUA dan PPAS; 

15. Stander Harga Satuan adalah nilai harga yang seharusnya dikeluarkan untuk 
satu satuan produk, barang dan jasa atau untuk membiayai kegiatan tertentu; 

16 .  e-Standar Harga adalah aplikasi Standar Harga Satuan berbasis web berbentuk 
elektronik da lam bentuk database dan dapat diakses secara online; 

17 .  Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat dengan SHS adalah haroa 
satuan Barang/Jasa , Upah dan Peralatan disuatu daerah ; 
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10 .  Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat dengan HSPK ada'ah 
"eUpakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komporan 
jS9an ni lai koefisien yang berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI) 

0gan penentuan besaran ni lai  koefisien yang disesuaikan dengan metode 
pelaksanaan yang akan diterapkan, 

1 9 .  Analisa Standar Biaya selanjutnya d is i ngkat dengan ASB adalah merupakan 
peni la ian kewajaran atas beban korjn dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegintan, 

20. Nama Domain adalah alamnt internete-Standar Harqa yang berupa ode a'au 
susunan karakter yang bersifat unik yang menunukkan Iokat tertentu dalrn 
internet, 

2 1  Harga Pasar yang dimaksud adalah harga BaranglJasa, Upah dan Peralatan 
hasi l  survey pada tahun berjalan, 

22. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara urum dn 
terus-menerus (continue) dan meluas (atau mengakibatkan kenaikan hara) 
pada barang lainnya; 

23. Overhead dan keuntungan yang dimaksud adalah pertambahan nlai 
barang/jasa dipengaruhi faktor keuntungan pihak penyedia dan biaya ti'ak 
terduga dalam pekerjaan; 

24. Keterjangkauan adalah t ingkat kesulitan da lam mencapai lokasi tujuankegiatan, 

25. Zona adalah pembagian kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten 
Tapanuli Tengah berdasarkan jarak yang dapat mempengaruhi nilai Stanor 

Harga Satuan; 

26. Survey Pasar adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat realitas, kualitas, 
dan harga aktual yang ada di pasar. 

Pasa l2 

Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai pedomn 
Organ isasi Perangkat Daerah dalam menyusun Komponen Eiaya Kegiatan pada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P), Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD-P, Pr.oritas Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Prioritas P lafon Anggaran Sementara 

(e (PPAS) APBD-P Kabupaten Tapanuf Tengah. 
' Pasa l3 

Standar Harga sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 bag ian ,  meliputi : 

a. Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan; 

b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); 

c. Analisa Standar Biaya (ASB). 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa l4 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :  
( 1 )  Mengatur pengelolaan sistem e-Standar Harga yang terdiri dari pengelor3, 

penyusun, penanggungjawab dan pengguna; 
(2) Mengatur pengelolaan mekanisme SHS, HSPK dan ASB, kelengkapan 

administrasi, verifikasi hingga penetapan SHS, HSPK dan ASB . 
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Peraturan Bu; .. p at i  i n i  bertujuan untuk: 
( 1 )  M e n e t ap y.  ,, ,  

me  p a n  Standarisasi Haga Barang/Jaso, Upah dan Peralatan untuk endapatkan suatu standar harga tertingqi, 
(Z) Sebagai pedoman bagi Peranqkat Daerah dalam menyusun Rencana biaya program/kegiatan secuai pada pasal (2) 

(3) Jntuk meningkatkan efisiensi ,  cfektivitas, transparansi dan aurtabilitas dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja; 

(4) Menciptakan tata kelola pemeri n tahsn yang baik dan bersih dengan 
memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasi lkan perencanaan yang 
berkualitas. 

Pasal 5 

6 

BAB Ill 

SHS, HSPK DAN ASB 

Bagian Satu 
Standar Harga Satuan (SHS) 

Pasa l6  

( 1 )  Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 3 huruf (a) merupakan harga penyusun komponen 
kegiatan untuk belanja barang,upah, sewa, jasa konsultasi/billing rateltenaga 
ahli , honorarium dan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai 
Negeri Sipil; 

(2) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk barang 
tersusun atas Harga Pasar ditambah dengan inflasi serta Overhead dan 
Keuntungan; 

(3) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk jasa 
tersusun atas Harga Pasar ditambah dengan inflasi serta Overhead dan 
keuntungan; 

(4) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang berkaitan 
dengan bidang Pekerjaan Umum tidak termasuk Overhead dan Keuntungan; 

(5) Inflasi yang digunakan adalah perkiraan inflasi yang dikeluarkan oleh BPS 
Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun berjalan; 

(6) Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, Upah dan Per alatan disusun dalam 
5 Zona dengan 3 tingkat keterjangkauan sebagaimana tercantum pada 
Lampiran I peraturan ini; 

(7) Besaran harga satuan yang disebutkan pada ayat (6) diatas dapat berbeda­ 
beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada; 

(8) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang 
dimaksud ayat (7) disajjikan dengan tabel yang memuat semua zona dan 
tingkat keterjangkauan; 

(9) Nilai akhir Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan 
dibulatkan ke nilai ratusan dibawahnya; 

(10) Formulasi Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, Upah dan Peralatan 
sebagaimana tercantum pada Lampiran I I  peraturan ini. 
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Bagian Kedua 
Harga Satuan Pokok Kegiatan 

Pasal7 
( 1 )  Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sobagaimana dimaksud pada pasal 3 

huruf (b) merupakan harga komponen kogiatan molalui anal is is yang 
distendarkan untuk sot inp jonis komponon kogiatan dongan men@gunakan 
Standar Harga Satuan (SH5)  Baranq/Ja3a, Upah dan Peralatan 9ebaqa1 elemen 
penyusunnya, 

(2) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) bordasarkan porhi tungan kobutuhan 
biaya upah, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu 
jenis pekerjaan tertentu yang dipengaruhi oleh faktor Overhoad dan 
Keuntungan,  

(3) Biaya Upah terdirt dari biaya tenaga kerja yang dipengaruhi oleh koefisien beban 
kerja dan satuan waktu yang disepakati; 

(4) B iaya Bahan terdiri dari biaya pengadaan bahan, barang, peralatan atau 
perlengkapan yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan; 

(5) Biaya Peralatan terdiri dari biaya sewa peralatan atau perlengkapan kerja; 

(6) Formulasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana tcrcantum pada 
Lam pi ran Ill peraturan ini. . 

Bagian Ke:iga 
Analisa Satuan Biaya (ASB) 

Pasa l8 

( 1 )  Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c 
meliputi ASB Fisik dan ASB Non Fisik; 

(2) Analisa Satuan Biaya (ASB) Fisik disusun atas kumpulan SHS dan HSPK 
(disesuaikan dengan kebutuhan paket pekerjaan); 

(3) Anal isa Satuan Biaya (ASB) Non F isik , misalnya pelatihan, sosialisasi, 
bimbingan teknis, seminar, pemeliharaan disusun berdasarkan komponen­ 
komponen SHS yang disesuaikan dengan kebutuhan secara m inima l  kegiatan 
yang dilakukan; 

(4) Formulasi Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagairnana tercantum pada Lampiran 
IV peraturan ini. 

BAB IV 

PENGELOLA, PENANGGUNGJAWAB, PENYUSUN DAN PENGGUNA 

Bagian Kesatu 

Pengelola dan Penanggungjawab 
Pasal 9 

Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah 
dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan oleh : 
1 .  Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) 

Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tirgkat Kabupaten; 

2. Tim PengeJola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) 
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat OPD. 
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Pnsnl 1 0  
Tim P e n g el t  
Upah ads, "I a  dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS)  Barang/Jasa, 
1 terr"~'_'alatan tingkai Kabipaten sobagaimana dimaksud pada pasal 9 anaka 

1 .  0enge/o/a dan Penanggung/ownb Stondor I Iorgo Satuan (SHS) Barang/Jasa 
'ah dan Peralatan dan o-Standar Harga tingkat Kabupaten adalah Ba6an _engelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asot Daorah Kabupa:en apanuli  Tengah; 

2. Penanggungjawab Utama adalah Kopala Badan Pengololaan Kuang3n, 
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

3. Penanggungjawab Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertu@as 
sebagai berikut :  
a. Mengkoordinir Keseluruhan pelaksanaan Penyusunan Standar Harga 

Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di 
Kabupaten Tapanuli Tengah; 

b. Melakukan pengawasan kepada penanggungjawab har ian,  Koordinator 
Pelaksana ,  Pe laksana dan Adm in istrator ; 

c. Membuka dan menutup jadwal peng inputan data e-Standar Harga 

4. Penanggungjawab Harian adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangr, 
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

5. Penanggungjawab harian sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas un:uk 
mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir terhadap koordinator pelaksansan 
atas penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga ; 

6. Koordinator pelaksana adalah salah satu Pejabat Eselon I I I  danlatau PFTK 
Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) pada Badan Pengelolaan 
Keuangan ,  Pendapatan dan Aset Daerah; 

7. Koordinator Pelaksana sebagaimana d imaksud pada angka 6 bertugas:  

(a) Melaksanakan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, 
Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga Tingkat Kabupaten ; 

(b) Mengkoordinir Pelaksana yaitu Pejabat Eselon IV pada B idang Aset Sadan 
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah dalam pengumpulan usulan Standar Harga Satuan (SS) 
sesuai bidang koordinasinya yang ditetapkan oleh Penanggungjawab 
Utama; 

(c) Memastikan semua dokumen administrasi penyusunan Standar Harga 
Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan secara lengkap telah 
tersedia; 

(d) Penanganan permasafahan dan keluhan dari Administrator dan Operator. 

8. Pelaksana Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yaitu 
semua Kepala Sub B idang pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, 
Pendapatan dan Aset Daerah ; 

9. Pelaksana bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadep 
proses pengusu lan Standar Harga Satuan (SHS); 

1 0.  Administrator adalah pejabat a tau staf yang ditunjuk ol eh Penanggungjawab 
Utama Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan; 

1 1 .  Administrator sebagaimana. disebutkan pada angka (10) bertugas sebagai 
berikut: 
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r a. 
0

Menyampaikan Login User dan Password aplikasi e-Standar Harga kepada perator: 
' 

b. Pemberian informasi terkait perkembangan usulan SHS, HSPK dan ASB 
Yang masuk dalam sistem e-Standar Harga ke penanggungjawab utama; 

c. Penanganan permasalahan dan keluhan dari Tim Penyusunan Standar 
Harga Satuan (SHS) Tingkat OPD; 

d. Mengawasi proses penginputan melal ut aplikasi e-Standar Harga yang 
dilakukan oleh operator; 

e. Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan pengembangen 
aplikasi kepada penanggungjawab harian ; 

f. Administrator dibantu oleh Tenaga Ahli/Tim IT yang ditunjuk o!eh 

Penanggungjawab Utara dalam rangka keperluan perelilaraan dan 
pengembangan kebutuhan penggunaan aplikasi e-Standar Harga dalm 
berjalannya penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan 
Peralatan. 

12. Operator e-Standar Harga yaitu Staf pada Sadan Pengelolaan Keuangan, 
Pendapatan dan Aset Daerah; 

13.  Operator e-Standar Harga pada angka 12  bertugas melaksanakan 
pendamp ingan peng inputan e-Standar Harga yang di lakukan OPD; 

14 .  Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) 
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Satuan Harga Tingkat Kabupaten 
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan , 
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanu l i Tengah. 

@ 

€ 

Pasal 1 1  

Tim Pengelola Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, Upah dan Peralatan dan 
e-Standar Harga tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 2 terdiri 
dari :  

1 .  Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, 
Upah dan Peralatan tingkat OPD adalah OPD; 

2. Penanggungjawab Utama adalah Kepala OPD; 

3. Penanggungjawab Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertugas 
sebaga iberikut :  

(a) Keseluruhan pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan (SiS) 
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di OPD ;  

(b) Melakukan pengawasan kepada Penanggungjawab Harian, Petugas 
Survey, Petugas Verifikasi dan Operator; 

4. Penanggungjawab Harian adalah Sekretaris OPD ; 

5. Penanggungjawab Harian sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas 
antara lain : 

a. Untuk mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir penyusunan Standar 
Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar 
Harga di OPD; 

b. Mengkoordinir Pejabat Eselon Ill dalam pengumpulan usulan Standar Harga 
Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sesuai dengan kebutuhan; 

6. Petugas Survey yaitu PejabaVStaf yang ditunjuk oleh Kepala OPD ;  

7. Petugas Survey bertugas membantu Penanggungjawab Harian OPD dalam 
melaksanakan survey Barang/Jasa, Upah dan Peralatan; 
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8. Petugas \v e .  

P  enfikasi yaitu PejabaUStaf yang ditunjuk oleh Kepala OPD; 
9. 'etugas v e .  

melake 'Orifikasi bertugas mombantu Penanggungjawab Harian OPD dalam 
dens_,""}@an verifkasi terhadap perhitungan Standar Harga Satuan (SHS) 
d i l a .. " Fo r m u l a s i  SHS, HSPK dan ASB dari hasil survey harga yang telah 

sanakan: 
1 
O. Operator yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk oloh Kopala OPD; 

1 1 .  Operator bertugas mombnntu t u g a s  Ponanggungjnwab Harian OPD dalam 
melaksanakan penginputan o-Standar Harga yang tolah diverifikasi; 

12 .  Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, 
Upah dan Peralatan t ingkat OPD ditetapkan molalui Koputusan Kopala OPD. 

Bagian Kedua 
Penyusun 
Pasal 1 2  

Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan 
Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan oleh : 
1 .  Tim Penyusun Standar Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah don 

Peralatan tingkat Kabupaten yang ditetapkan mela lu i  keputusan Bupati 
Tapanuli Tengah; 

2. Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan 
tingkat OPD ditetapkan me lalui Keputusan Kepaf a OPD. 

Pasal 1 3  
Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan 
Peralatan tingkat Kabupaten, antara lain : 

1 .  Melakukan verifikasi terhadap usu fan Standar Harga Satuan (SHS) yeng 
disampa ikan oleh masing-masing Tim Penyusun tingkat OPD; 

2. Menyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan 
berdasarkan usulan OPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 dan di lengkap i dengan berita acara untuk selanjutnya ditetapkan oleh 
Bupati. 

Pasal 14 

Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, Upah dan 
Peralatan Tingkat OPD antara lain : 

1 .  Mefaksanakan survey harga terhadap kebutuhan barang/jasa m in ima l 3 (tiga) 
penyedia barang/jasa yang dilengkapi kertas kerja; 

2. Kertas Kerja yang dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran V 
Peraturan Bupati ini. 

3. Melakukan perhitungan Standar Harga dengan formulasi SHS, HSPK dan ASB 
dari hasil survey harga yang telah dilaksanakan; 

4. Mefakukan verifikasi terhadap perhitungan Standar Harga Satuan (SHS) yang 
dimaksud pada angka 3; 

5. Menetapkan usufan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah an 

Perafatan; 

6. Menyampaikan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan 
Peralatan yang dilengkapi dengan Kertas Kerja dan Berita Acara Verifikesi 
kepada Tim Penyusunan Tingkat Kabupaten; 
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t .  Melakukan 
Penyus,, Penginputan e-Standar Harga yang telah diverifikasi oleh Tim Ingkat Kabupaten. 

( 1 )  O  P a s al 1 5  
PD Penyusun Standar Harga Sat uan (SHS) bortugas sebagai beriku t :  

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan 
Gawasan Pemukiman bertanqqunajawab atas data bahan banqunan dn 
onstruksi ,  bahan baku,  bahan dan alat lampu poncrangan j a l a n ,  alat-a'at 
berat, alat-alat  bosar darat ,  upah pokerja konstruksi  dan sejnisnya, 

b. Dinas Kesehatan dan U P T  Rumah Sakit Urnumn Daerah bertanggungjawzb 
atas data obat-obatan, alat koschatan, alat laboratorium dan scjeninya; 

c. Dias Pemuda dan Olah Raga bertanggungjawab atas data puralatan c l . h  

raga, hadiah atas prestasi olahraga, perlengkapan pendukung olahraga dan sejenisnya, 
d. Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip bertanggungjawab ats 

data jenis buku, alat peraga pendidikan, peralatan dan bahan perpustakaan 
dan sejenisnya; 

e. Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan an 
Perikanan bertanggungjawab atas data Alat Angkutan Sungai/Laut, A:at 
Pertanian, Bibit Tanaman ,  B ib it Ternak/lkan ,  Pupuk, Pakan dan sejenisnya; 

f. Bagian Umum Setdakab bertanggungjawab atas Alat Kantor dan Rumah 
Tangga, Suku Cadang, alat tulis kantor, barang pakai hab is kantor dan 
sejenisnya; 

g. Dinas Perhubungan bertanggungjawab atas data rambu-rambu lalu lintas 
dan sejenisnya 

h. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
bertanggungjawab atas data Alat Angkutan (Mobil, Truk, Sepeda Motor Roda 
Dua dan Roda Tiga) dan sejenisnya; 

i .  Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab atas 
data Jasa Tenaga Ahli Honorarium Narasumber dan sejenisnya; 

j . Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan lnspektorat Daerah 
bertanggungjawab atas Biaya Perjalanan Dinas. 

Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang tidak termasuk atau belum disebutkan 
dalam ayat 1 huruf (a) sampai dengan huruf (j) apabila diperlukan wajib 

diusulkan oleh seluruh OPD. 

Bagian Ketiga 
Pengguna 
Pasal 16 

Pengguna Standar Harga Satuan (SHS) terdiri d a ri :  

(a) Pengguna Internal, yaitu 

1 .  Pemerintah daerah; 

2. Pemerintah desa. 

(b) Pengguna Eksternal, terdiri d a ri :  

1 .  DPRD; 
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2. KementerianlLemba¢ 
Tapanuli Tengs,,. 8/Instansi yang wilayah kerjanya di Kabupaten 

3. Akademisi 
I  

4. Dunia Usaha 

BAB IV 

MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA 

Pasal 1 7  
1 .  Penyampaian ~  Barang/J: permintaan data usulan Standar Harga Saluan (SHS) 

kepaas [ '9ab dan Peralatan dart Tim Penyusun Tingkat Kabupaton 
I  

OPD AMembentuk tim survey dan tim verifikasi standar harga; 
OPD melakukan survey harga pasar; 
OPD Melaksanakan analisa dan verifikasi terhadap survey harga pasar yang telah dilakukan; 
Menetapkan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan 
Peralatan untuk disampaikan kepada Tim Penyusun Tingkat Kabupaten, 
Tim Penyusun Tingkat Kabupaten melaksanakan Verifikasi terhadap usu!an 
OPD; 

Menginput Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, Upah dan Peralatan yang 
telah diverifikasi: 

I  

OPD menyusun HSPK dan ASB; 
OPD Menetapkan usu Ian HSPK dan ASB untuk disampa ikan kepada T ; rn  

Penyusun Tingkat Kabupaten; 

10 .  Tim Penyusun Tingkat Kabupaten melaksanakan Verifikasi terhadap usuan 

HSPK dan ASB; 

1 1 .  Menginput data HSPK dan ASB yang telah diverifikasi; 

12 .  Penyusunan Draft Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa , Upah 
dan Peralatan, 

13 .  Penyampaian Draft Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah 
dan Peralatan untuk di laksanakan examinasi oleh Bagian Hukum 
Setdakab.Tapanu l i Tengah; 

14.  Penetapan Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa , Upah dan 
Peralatan oleh Bupati; 

15 .  Mencetak dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa , Upah dan 
Peralatan; 

16.  Pendistribusian dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan 
Peralatan ke OPD. 

BABV 

FUNGSI DAN PEMELIHARAAN e-STANDAR HARGA 

Bag ian Kesatu 
Fungsi e-Standar Harga 

Pasal 1 8  

Aplikasi e-Standar memiliki fungsi sebagai berikut : 

1 .  Menerima masukan/pengimputan data Standar Harga Satuan (SHS) 
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang terverifikasi oleh Operator; 
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<. 1enyimpa 
Peraias," ata Stana, 

3. ' @rga Sa t  (S  ·  Menyimpan at u a n  (S H S )  Barang/Jasa, Upah dan 
Barangi. Perkas-berag 

asa. Upah dan Pera[,,"" ata tanar Hara Gatoan (ss) 
I  

Baginn Kodun 

Pomolihnraan 

p, Pasal 1 9  emeliharaan terhaoda 
1. Ad si. ..  p  e-Standar Harga terdiri atas : ·  ministrator seba st  

bertanggungjawag aImana yang dimaksud pada pasal 1 0  angka 0 
Penanagungjawag ,"Uk proses pemeliharaan dan melaporkan epada 

- at arian dan Penanggungjawab Utama 
2. Melakukan pen secara b e e p._ ,_ 'I m p a n a n  data yang ada didalamnya bersama tenaga ahli/Tim IT 

telah ad i t a e_ """ ?  Setiap bulannya atau berdasarkan kebutuhan pada server yang a pk a n  oleh Penanggungjawab Utama 
3. Melakukan e va l  ap l i k as ·  'aluas i  atas masukan tenaga ahl i/Tim IT terhadap keaman=n 

pl 3si untuk setiap periode tertentu atau berdasarkan kebutuhan tertentu 

BABVI 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasa l20 
Kepala B a d a n  Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e­ 
Standar Harga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa l2 1  

( 1 )  Jenis dan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang 
belum di atur dalam Peraturan Bupati ini dapat diusulkan dengan Surat Kepla 
OPD pengusul data dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar, Inflasi, 
Profit dan Overhead serta Ongkos kir im; 

(2) Usulan data yang dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  terlebih dahulu melakukan konsultcsi 
dengan Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan 
Peralatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah dengan melampirkan dc:.ta 
pendukung. 

Pasa l22 
Hal-har yang belum diatur daram Peraturan Bupati ini terkait dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Standar Harga Satuan (SHS) 
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tapanuli. 
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BAB Vy 

KETENTUAN PENUTup 
Pengan berm)a Pase1 23 
Nomor e +_ "ya Peraturan g ~ _  

Vasa pi , '  2020 t e n t % ra j, "  ini, maka Peraturan Bupat Tapanuli Tengan 
(e-s_ " S u n g a n  Pem%; "ekanisme Penyusunan Standar Harga Barang dan 

andar Harga), d ica["" Kabupaten Tapanul Ten@ah Secara Eiekironk 
an dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Peraturan B ~ .  Pasal 24 Upati ini mulai b A e.  '  erlaku pada tanggal diundangkan. gar setiap orang d 
Bupati ini dan apat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten. 

Ditetapkan di Pandan 
Pada tanggal,28 Januari 2021 
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PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 
No 

NAMA BARANG INF LAS I PEMBULATAN j 
JUMLAH SATUAN SPESIFIKASI HARGA PASAR 

OVERHEAD DAN HAR GA SA TUAN I 
. 

2 
b 

NILA1(%) TOTAL KEUNTUNGAN (10%) (Ro.) (Rp.) 
c d e r £ h i+( f+h)10% j=(f+h+i) l k=round() 

I 

Contoh I 
, 

I  

NO 
. . � .  

·  . .  
I  

NAMA BARANG INFLAS OVERHEAD DAN 
I 

HARGA 5ATUAN 1 PEMBULATAN 

I 
JUMLAH SATUAN SPESIFIKASI HARGA PASAR :- 

NILA(%) TOTAL KEUNTUNGAN (10%) (Ro.) (Rp.) 3 b 
l Kertas c d e , 

h i=(f+h)10% j=(/·n·) i«=round() I £ 
l Rim A4 70 gr 46,000.00 3.00 1,380.00 4,738.00 52,118.00 I 52,100.00 [ 

FORMULAS! SHS BARANG (NON K�KSI) 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH 

NOMOR • 6 TAHUN 202[ 
TANGGAL:2g Januari 2021 

OVERHEAD DAN l HARGA SATUAN l 

KEUNTUNGAN (10%) (Rp.J 
NO 

a 

Contoh 

. .  ' 

NAMA BARANG 

b 

. '  

JUMLAH 

c 

+ .  

S A TU A N  

d  

FORMULASI SHS JASA (NON KONSTRUKSI) 

PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 
. . .  

SPESIFIKASII HARGA PASAR INFLASI 
- NILA1(%) TOTAL 

g =(f·n)10% r-(f+"J  

I  

PEMBUlATAN I 
(Rp.) 

-roe(") ] 
I 

I 

I 

NO NAMA BARANG 
4 

. ·': 
?  JUMLAH SATUAN SPESIFIKASI HARGA PASAR INF LASL 

NILAI(%) TOTAL 

OVERHEAD DAN 
A t u  

HARGA SATUAN 
I PE.MBULATAN I 

4a l 

1 Programmer 
b 

1 

d 

OB Tenaga Ahli 6,000,000.00 3.00 

h 

180,000.00 

r=(f+h)10% 

618,000.00 
pt(fr+) l 

6,796.0 T 6 7 2 5  20 00  [  

FORMULASI SHS BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) 
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 

NO NAMA BARANG SATUAN HARGA PASAR lWfASl ]HARGA SATUAN (Rp.) 
NILA(%) TOTAL 

PEMBUUATAN 

R .  

b  

Keterangan (SSH Barang Non Konstruksi) : 
b: Nara barang 

5I8ARANI 

� 
I ± N GA H  

Harga pasar survey pasar 
Inflasi pada tahun berjalan 
Overhead dan Keuntungan 
Harga Satuan Sebelum Pembulatan 
Pembulatan ratusan terdekat dibawahnya 

d: 

e: 

€ 

h: 

i: 

Contoh PEMBULATAN 
. . · 

« 
. .  . · ·  s  '• 

. 
HARGA PASAR 

INFLASL HARGA SATUAN (Rp.) .. 
SATUAN 

NO NAMA BARANG + : . »  �  .  
NILA[%) TOTAL 4 p l  

. .  

c  d  e  f  g=a·f h=<£' 

2  b 
zak 50,000.00 3.00 1,500.00 51,500.00 5 : 5 .  

1  Semen OH 180,000.00 3.00 5,400.00 185.400 C0 .-· 1554° 
, t 8. 

2 Mandor .-" . - 

\ 
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AMT' I H UAN I I I  P E A T' T A N  UPATI TAPANIJLI TENGAIH 
N O M o .  6  TAHUN 202l 
T A N G 1 : 2 8  auari 202z1 

FORMUL.ASI IARGA SATUAN POKOK KEGIATAN ( 1Sp  

D  [Total iay. Upah. hand-Peralatan(Bu£) d 

l�i::�· ]O�v�cr�l�,c�a�d�d�a�n�K�c�u�n�tu�1�1J,!�a�n�(�Dfx�n�1a�k�s�l:S�th:o�,=====----:-�:--...J''------- -- F [HargaSatuanPekerjaan(D+E)_ . ..  

g  
No N A M A  IAIAN SAT[AN ' E K I A A N  HAGA SATAN J UMI.AH  IHAIGA 

JI , l .]""] (y) ] Uy). 
]  t  _=] t] " ] " ) ". 'Biaya Upah 

•. . . .• .• .• . .•••. . . . .  (dat, SSH) 

Erz/wuw~hill] d l d l 
)"wwwl!I!Y!'!"!] rzr== 

3 
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e 

A " 1  

/ , } .  /J 

An kn 

An Kn 

D 10% 

D + E  

A 1 X 1  

d  

Yn 

X1 
C 

An 

A1 

b 

NAMA URALAN (y) 
VOLUME (A) HSPK(X) TOTAL 

. 

2 'Total 

-=--"UAYAPEKERAA 

]  lv; r 

•  O r t  

U r : k z k z r ± a n  \  
�O I - ' •"" o,.l(ons-.rJ"5j dan Pengadaan Barang Modal (PPN dan PPh sudah termasuk pada SSH) 
_ a3  l  

1 / Y 1  

I  2 / 2  
A2 X2 A2 X2 

5 / .  

]  s / a  
[ p / T o ta l  

[ An  :  Xn  An Xn 

An Xn I 

Untuk Pekerjzan Jasa den Konsultansi (PPh sudah termasuk pada SSH) 
NO NAMA URAIAN (Y) VOLUME (A} HSPK (X) TOTAL 

a 

1 / Y 1  
b  

Al 

C d 

Xl A 1 X 1  

e  

2  Y2 A2 X2 A 2 X 2  

5  

6  Yn An Xn An Xn 

D / T o ta l  An Xn 

A1HIM)HJ SIBARANI 
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□ 

SPESIFIKAS 

' ' I r  t o e 1 t s ; o u t + i , , A  O u  '  TAH') 777 
' 4  10  1 % « o r  ""[t sor m o o % ,  O P 1 •  

NAMA BARANG/J154 
NO 

3 

AM TOKO/PENYEDIA BA1Ac7~ 
LOKAS; 

LAN 

DESA/Et 
KECAMATA 

TANGGAL SURve 
Pp 

3DA DFTA PERI5Ai1Ar m% 

SRAT 'ZIN USHA PERDAGc ism% 

r 

DILAKSANAKAN 

PETUG;AS SURVEY DIKETAHUI, 
PEMILIK T0KO 

1. 

NIP. J el toko/penyedia) ilik dan stemp (nama pemii i  

2. 

NIP. 

3. 

NIP. 

3. Dst... 

th Cam Scanner Scanned wi 


